
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 1999 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 

TENTANG PEMILIHAN UMUM 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 

3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 

tentang Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; 

      2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1999, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3810); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1999. 

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah 

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

4. Sekretariat Umum adalah Sekretariat Umum Komisi Pemilihan 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

5. Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI adalah 

Panitia Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan 

Umum. 

6. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I 

adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 Undang-undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan 

Umum. 

7. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II 

adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum. 
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8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

10. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 

KPPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

11. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut PANWAS adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan 

Indonesia, PPD I, PPD II, dan PPK. 

13. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 

tentang Pemilihan Umum. 

 

Pasal  2 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, semua pihak berpegang teguh pada 

prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta 

tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

Pasal  3 

Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh 

delapan) Partai Politik sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan 

Umum (LPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-undang. 
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BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN 

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILU, 
SEKRETARIS UMUM KPU, DAN KEPALA SEKRETARIAT PPI 

 
Pasal  4 

 

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPU bertanggung 

jawab kepada Presiden. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan oleh KPU melalui konsultasi secara berkala dengan 

Presiden. 

(3) Jadwal konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 

bersama antara Presiden dengan Pimpinan KPU. 

(4) Pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh KPU pada akhir masa 

jabatannya kepada Presiden. 

 

Pasal  5 

KPU wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan 

Pemilu tahun 1999 kepada Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari sebelum pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1999. 

 

Pasal  6 

(1) Sekretaris Umum KPU secara berkala menyampaikan laporan 

tertulis pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

  a. secara teknis operasional kepada KPU; dan 

  b. secara teknis administratif kepada Presiden. 
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(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan KPU. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

Pasal  7 

(1) KPU wajib melakukan evaluasi pelaksanaan sistem Pemilu dalam 

waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Pemilu. 

(2) Hasil evaluasi dilaporan kepada Presiden dan DPR-RI 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa 

3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal  8 

PPI menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pemilu 

kepada KPU dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sebelum KPU menyampaikan laporan hasil Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 

 

Pasal  9 

(1) Kepala Sekretariat PPI secara berkala menyampaikan laporan tertulis 

pertanggungjawab mengenai pelaksanaan tugasnya dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

  a. secara teknis operasional kepada Ketua PPI; dan 

  b. secara teknis administratif kepada Menteri Dalam Negeri. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan pelaksanaan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan 

Keputusan PPI. 

 


